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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembiayaan bermasalah yang menjadi risiko
adanya penyaluran. pembiayaan pada BMT Mapan Mandiri dan Koperasi Konvensional
Mekar Wangi. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap
tingkat pendapatan koperasi. Sebagai upaya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah
pada Koperasi BMT Mapan Mandiri dan Koperasi Konvensional Mekar Wangi memiliki
strategi yakni penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk
mendiskripsikan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi BMT Mapan Mandiri
dan Koperasi Konvensional Mekar Wangi serta komparasi penyelesaian pembiayaan
bermasalah pada BMT Mapan Mandiri dan Koperasi Konvensional Mekar Wangi. Pada
peneltian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif
kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada kondisi objek yang mana peneliti
sebagai instrument kunci yang menggunakan data primer dan sekunder mengenai
penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Mapan Mandiri dan Koperasi Konvensional
Mekar Wangi. Adapun teknik pengumpulan data adalah data primer dan sekunder. Data
primer diperolen melalui wawancara kepada kepala koperasi, marketing dan nasabah.
Analisis yang digunakan yakni triangulasi waktu. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa:
(1) Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Mapan Mandiri dilakukan dengan
metode yaitu reschedulling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), dan
restructuring (penataan kembali). (2) Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi
Konvensional Mekar Wangi serupa dengan Koperasi BMT Mapan Mandiri. (3) Persamaan
penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Mapan Mandiri dan Koperasi Konvensional
Mekar wangi yaitu pada pendekatan penyelesaianya menggunakan pendekatan yang sama
dan Perbedaannya pada BMT Mapan Mandiri dan Koperasi Konvensional Mekar wangi
yakni dalam penerapannya sesuai dengan Standar Operating Prosedur (SOP) dalam
efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilihat dari segi akad, jaminan dan
kategori kolektifitas rasio pembiayaan bermasalah.

Kata Kunci: Studi Komparasi, Penyelesaian, Pembiayaan Bermasalah, Koperasi BMT
(Baitul Mal Wat Tamwil), Koperasi Konvensional



1. Latar Belakang

Kinerja keuangan koperasi dapat
dikatakan baik dilihat melalui rasio
keuangan yang akan memberikan laporan
perkembangan baik dan buruknya kinerja
keuangan serta merupakan penentu
pencapaian prestasi manajemen dan
perusahaan.  Penilaian atas  Kinerja
keuangan merupakan salah satu cara yang
dapat dilakukan agar diketahui
kemampuan suatu perbankan syariah
dalam menjalankan usahanya termasuk
memenuhi  kewajiban kewajiban yang
harus dibayarkan terhadap para
penyandang dana anggota dan juga untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan
yaitu meningkatkan profit atau
meningkatkan nilai dari suatu koperasi
syariah (Siregar, 2020).

Indikator penilaian kinerja Bank
Syariah dalam menyalurkan dananya
dalam bentuk kredit. Semakin tinggi rasio
non performing Finance (NPF) atau
pembiayaan bermasalah maka akan
semakin  buruk kualitas pembiayaan
perbankan syariah yang menyebabkan
jumlah pembiayaan bermasalah semakin
besar dan  menyebabkan  kerugian
sebaliknya jika semakin rendah Non
Performing Finance maka laba atau
profitabilitas akan semakin meningkat
(Jannah dan Rimawan, 2020).

Pembiayaan bermasalah yang terjadi
pada koperasi akan menjadi penghambat
dalam hal menyalurkan dana kepada
anggota. Pembiayaan bermasalah dalam
jumlah yang besar dapat mendatangkan
dampak vyang tidak menguntungkan
terhadap kelancaran operasi pemberi
pembiayaan semakin besar (Mentari &
Murwanti, 2013). Pembiayaan bermasalah
lalah situasi persetujuan pengembalian
kredit mengalami resiko kegagalan bahkan
cenderung menuju mengalami kegagalan
yang potensial koperasi (Maulidiya &
Waryanto, 2021)

Peraturan Menteri Negara Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia  No0.06/Per/IV/2016  tentang
Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam
Koperasi yang menunjukan unsur-unsur
kredit bermasalah yaitu pengawasan
(tunggakan pembayaran 1-6 bulan) dan
macet (tunggakan pembayaran >12 bulan).
Permasalahan yang sering terjadi ketika
penyaluran dana dalam bentuk kredit
seringkali para nasabah  melalaikan
tanggung jawabnya untuk memenuhi
kewajiban atau membayar pembiayaan
dikarenakan adanya faktor kesengajaan
maupun  kondisi  diluar kemampuan
anggota. Adanya pembiayaan bermasalah
yang berpengaruh terhadap penerimaan
pendapatan  perusahaan yang artinya
berdampak negatif terhadap penilaian
kinerja perusahaan karena nilai NPF (Non
Performing Finance) indikator penilaian
Kinerja perusahaan dalam menyalurkan
dananya dalam bentuk kredit. Semakin
tinggi rasio non performing Finance maka
akan semakin buruk kualitas kredit Bank
Syariah yang menyebabkan jumlah kredit
bermasalah semakin besar dan
menyebabkan kerugian sebaliknya jika
semakin rendah non performing finance
maka laba atau profitabilitas akan semakin
meningkat (Satiawati & Munandar, 2020).

Penelitian terdahulu yang dilakukan
oleh Siti Rohana (2020), Zuni Rohmawati
(2008), mengenai penyelesaian
pembiayaan bermasalah pada koperasi
syariah menyatakan bahwa penyelesaian
pembiayaan bermasalah dilakukan dengan
melakukan pendekatan secara kekelurgaan
yaitu memberikan himbauan supaya
anggota  koperasi mau  membayar
hutangnya sesuai kemampuan mereka.
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh
Aye sudarto dan Yuryarti hermalina
(2020), mengatakan bahwa penyelesaian
kredit macet dialakukan dengan tidak
memberikan himbauan terlebih dahulu dan
langsung melakukan penarikan jaminan.
Penelitian yang dilakukan oleh Caroline
(2022) dan Arna Kartika (2020), mengenai
penyelesaian kredit macet pada koperasi
konvensional menyatakan bahwa
penyelesaian kredit macet dilakukan
dengan melakukan penagihan rutin.



Sedangkan penelitian yang diakukan oleh
Kadek nova astrawan, Laksmi dewi dan
Lih Putu Suryani (2021,) menyatakan
bahwa  penyelesaian  kredit  macet
dilakukan dengan penjadwalan kembali
(reschedulling).

Berikut ini adalah tingkat NPF pada
BMT Mapan Mandiri dan Koperasi
Konvensional Mekar Wangi  dapat

disajikan pada tabel 1.1 berikut ini:
Tabel 1.1
Tingkat NPF Pada BMT Mapan Mandiri
dan Koperasi Konvensional Mekar Wangi
Tahun 2018- 2021

Koperasi
Tahun BMT Mapan ﬁgé\{l?;)a)r
Mandiri (%)
2018 4,7% 3,3%
2019 13,9% 16,6%
2020 14,4% 21,5%
2021 10,2% 8,4%

Sumber: Koperasi BMT Mapan Mandiri dan Koperasi
Konvensional Mekar Wangi

Pada tabel 1.1 diketahui bahwa
tingkat NPF pada BMT Mapan Mandiri
dan Koperasi Konvensional Mekar Wangi
selama 4 tahun mengalami naik turun
secara signifikan. Nilai NPF pada BMT
Mapan Mandiri mengalami kenaikan yang
cukup signifikan mulai dari 2018 dengan
tingkat NPF 4,7%, Kemudian pada tahun
2019 naik 13,9% dan tahun 2020 naik lagi
menjadi 14,4% serta pada tahun 2021
menurun yakni 10,2%. Sedangkan NPF
pada Koperasi Mekar Wangi Tahun 2018
nilai NPF 3,3% mengalami kenaikan pada
tahun 2019 menjadi 16,6% dan pada tahun
berikutnya mengalami kenaikan menjadi
21,5% dan pada tahun 2021 mengalami
penurunan yakni 8,4%.

Berdasarkan fenomena banyaknya
koperasi yang mengalami kegagalan dalam
menyalurkan pembiayaan termasuk BMT
Mapan Mandiri dan Koperasi Mekar
Wangi, Membuat Penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Studi
Komparasi  Penyelesaian  Pembiayaan
Bermasalah (Pada BMT Mapan Mandiri
dan  Koperasi Konvensional Mekar
Wangi)”.

2. Kajian Teori
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Menurut Oktaviani (2018) untuk
penyelesaian pembiayaan bermasalah ada
beberapa upaya yang dilakukan oleh bank
sejak permohonan pembiayaan yang
diajukan oleh nasabah, seperti melakukan
analisa yang akurat terlebih dahulu
terhadap data pembiayaan, pembuatan
perjanjian  pembiayaan yang benar,
pengikatan agunan yang akan menjamin
kepentingan bank itu sendiri, sampai
dengan pemantauan kepentingan bank
hingga sampai dengan bermasalah. Berikut
adalah upaya yang dilakukan oleh bank
untuk menyelesaikan beberapa
pembiayaan yang bermasalah, yaitu:
1) Penjadwalan kembali (reschedulling),
dilakukan dengan melakukan
perubahan jadwal pembayaran
kewajiban nasabah atau diubah jangka
waktunya.
2) Persyaratan kembali (reconditioning),
dilakukan dengan perubahan beberapa
atau seluruh persyaratan pembiayan,
misalnya perubahan jadwal
pembayaran, jumlah cicilan/angsuran,
jangka  waktu atau  pemberian
potongan sepanjang tidak menambah
sisa kewajiban nasabah yang harus di
bayar.
3) Penataan kembali  (restructuring),
dilakukan dengan perubahan
persyaratan pembiayaan tidak terbatas
pada rechedulling dan reconditioning
Pembiayaan Bermasalah

Menurut  (Kasmir, 2014) Non
Performing Loan atau Kkredit bermasalah
adalah kredit yang didalamnya terdapat
hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur
yakni dari pihak  koperasi dalam
menganalisis maupun dari pihak nasabah
yang dengan segaja atau tidak sengaja
dalam kewajibanya tidak melakukan
pembayaran ini berarti masalah kredit
macet berdampak negatif terhadap
penilaian kinerja perusahaan dikarenakan
perusahaan tidak dapat menangani
permasalahan tersebut.



Kredit yang macet dapat dihitung
dari perbandingan antara kredit yang
bermasalah terhadap nilai total yang dapat
dirumuskan sebagai berikut :

NPF = (Pembiayaan
Bermasalah)/(Total Pembiayaan) X 100%

Penetapan rasio profil NPF dengan indikator sebagai berikut:

Keterangan Kriteria
Sangat Sehat <2%
Sehat <5%

Cukup Sehat <8%

Kurang Sehat <12%

Tidak Sehat >12%
Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004
3. Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian
lapangan (field research). Penelitian ini
menggunakan pendekatan studi komparasi.
Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif deskriptif yang didasarkan pada
kondisi objek alamiah,

Data diperolen dengan melakukan
wawancara kepada 4 orang narasumber
yakni kepala koperasi, marketing dan
nasabah Koperasi BMT Mapan Mandiri
dan Koperasi Konvensional Mekar Wangi
serta observasi, dalam wawancara penulis
menggunakan alat bantu tulis dan tape
recorder. Teknik pengumpulan data yang
dilakukan  dalam  penelitian  sebagai
berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode
analisis deskriptif kualitatif. Miles dan
Huberman dalam (Sugiyono, 20 06)
menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis
data kualitatif dilakukan secara interaktif
dan berlangsung secara terus menerus
sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis
data meliputi reduction, penyajian data
(display), kesimpulan (conclusion
drawing/verification). Pemeriksanaan
keabsahan data pada penelitian ini
menggunakan metode triangulasi.

4. Pembahasan
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
pada Koperasi BMT Mapan Mandiri

Penyelesaian pembiayaan
bermasalah pada Koperasi BMT Mapan
Mandiri dilakukan dengan penyelesaian
pembiayaan. Upaya yang dilkukan untuk
penyelamatan pembiayaan bermasalah
dalam hal ini membantu nasabah
menyelesaikan  kewajibannya. Adapun
metode yang digunakan yaitu penjadwalan
kembali  (reschedulling),  persyaratan
kembali (reconditioning), dan penataan
kembali  (restructuring). Penjelasannya
sebagai berikut:

1. Reschedulling

Reschedulling adalah  perubahan
jadwal angsuran kewajiban nasabah.
Bentuk kebijakan reschedulling yang
dilakukan yaitu kreditur yang mengalami
pembiayaan bermasalah diberikan
perpanjangan waktu pembayaran dengan
tidak mengubah sisi kewajiban yang harus
dibayarkan oleh nasabah. Hal serupa juga
dikemukakan oleh Redo firmando (2020),
yang menyatakan bahwa pengurangan
pembiayaan bermasalah pada koperasi
syariah dapat dilakukan dengan cara
reschedulling  (penjadwalan  kembali).
Sebagaimana Menurut Fatwa DSN-MUI
No0.48/DSN-MUI/11/2005/ Tentang
penjadwalan ulang pembiayaan
bermasalah. Dalam fatwa ini dijelaskan
bahwa mengenai penyelesaian keuangan
non-kerja dengan penjadwalan ulang atau
reschedule, sebagaimana ditentukan oleh
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat
menjadwalkan ulang (reschedule) tagihan
murabahah bagi nasabah yang tidak
mampu melakukan pembayaran finansial.

2. Reconditioning

Reconditoning  adalah  perubahan
persyaratan pembaiayaan dengan tidak
mengubah pokok kewajibannya. Bentuk
kebijakan reconditioning yang dilakukan
yaitu dengan memberikan keringan kepada
nasabah  yang  mengalami kredit
bermasalah dari sisi bagi hasil yang
dibayarkan. Pihak Koperasi BMT Mapan
Mandiri meringankan atau menghapus
bagi hasil yang dibayrkan dengan
demikian anggota pembiayaan bermasalah
yang mengalami kerugian usaha dapat



mengembalikan modal pokok usahanya
kepada pihak Koperasi BMT Mapan
Mandiri. Hal serupa juga dikemukakan
oleh Eka Wulandari (2019), dengan hasil
penelitian bahwa penanganan pembiayaan
bermasalah  pada  koperasi  syariah

dilakukan dengan reconditioning
(mengatur ulang segala bentuk
persyaratan).

3. Restructuring

Restructuring  adalah  penataan
kembali yang dilakukan oleh pihak
koperasi terhadap persyaratan pembiayaan.
Bentuk restructuring yang dilakukan
dengan meberikan tambahan dana kepada
anggota bermasalah yang memiliki riwayat
pembiayaan yang sehat dan memiliki
potensi usaha yang baik. Hal serupa juga
dikemukakan oleh Muhammad Abdul
Alim (2018), dengan hasil penelitian yang

menyatakan bahwa penyelesaian
pembiayaan bermasalah dapat
diselesaiakan ~ dengan  restrukturisasi
pembiayaan.

Teori yang mendukung hasil
penelitian ini adalah Teori Rachmadi
(2016), yang mengemukakan bahwa upaya
penyelamatan pembaiayaan bermasalah
dapat menggunakan strategi pembiayaan
yang dilakukan melalui penjadwalan
kembali ~ (reschedulling),  Persyaratan
kembali (reconditioning), Penataan
kembali (restructuring).

Berdasarkan temuan pada Koperasi
BMT Mapan Mandiri mengenai upaya
penyelesaian =~ pembiayaan  bermasalah
dengan tetap menjaga hubungan yang baik
dengan nasabah maka dari itu
digunakanlah penyelamatan pembiayaan.
Hal ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh kirana (2022) menunjukkan
bahwa upaya yang dilakukan oleh KSP
Swastika Cabang  Mataram  dalam
menangani  pembiayaan  bermasalah
termasuk restrukturisasi atau penyelamatan
kredit dengan menurunkan suku bunga dan
memperpanjang jangka waktu untuk
mengurangi cicilan. Penyelesaian kasus
kredit bermasalah dilakukan secara kasus
perkasus dengan metode yang berbeda-

beda. Selain itu, pendapatan bunga
diutamakan dalam proses pengembalian,
diikuti oleh pembayaran pokok. Ini adalah
langkah-langkah ~ yang diambil oleh
lembaga tersebut dalam menangani
masalah pembiayaan bermasalah.

Analisis dari penjelasan diatas ialah
Koperasi BMT Mapan Mandiri dalam
penyelesaian  pembiayaan  bermasalah
berusaha menghindari kerugian dengan
menggnakan  strategi  resrtrukturisasi
pembiayaan menggunakan metode 3R
yaitu Penjadwalan kembali (reschejulling),
Persyaratan kembali (reconditioning) dan
Penataan kembali (resrtrukturing).
Koperasi BMT Mapan Mandiri berusaha
menjaga hubungan yang baik dengan
nasabah agar kerja sama terjalin harmonis.
Penyelesaiannya dilakukan dengan
kesepakan antara kedua belah pihak.
Tujuan diterapkannya penyelesaian
pembiayaan pada Koperasi BMT Mapan
Mandiri yaitu untuk membantu nasabah
pembiayaan bermasalah dalam
menunaikan kewajibannya.

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
pada Koperasi Mekar Wangi

Penyelesaian pembiayaan
bermasalah pada Koperasi Konvensional
Mekar Wangi penyelesaian pembiayaan
bermasalah dilakukan dengan pendekatan
reschedulling, reconditioning dan
restructuring. Oleh karena itu, diperlukan
penyelesaian yang tepat untuk
menghindari  terjaadinya  pembiayaan
bermasalah. Dalam proses penyelesaian
pembiayaan bermasalah tentunya terlebih
dahulu dilakukan pemantauan mengenai

penyebab terjadinya pembiayaan
bermasalah dan kemudian dicarilah solusi
penyelesaiannya. Pada Koperasi

Konvensional Mekar Wangi ada tiga
tahapan penyelesaian yang dilakukan
apabila terjadi pembiayaan bermasalah
yaitu:

1. Reschedulling

Reschedulling adalah uapaya yang
dilakukan memperpanjang waktu
pembayaran angsuran yang sudah jatuh
tempo. Bentuk  reschedulling yang



dilakukan dengan memperbanjang waktu
angsuran  dengan memperhitungkan
kembali angsuran yang telah dibayarkan
kreditur. Apabila kreditur tidak sanggup
membayar angsuran maka pihak koperasi
mekar wangi akan mengurangi jumlah
angsuran. Hal ini sesuai dengan penelitian
yang dilakukan oleh Fitria Khairunnisa
(2021), yang mengatakan bahwa penangan
pembiayaan bermasalah dengan kebijakan
rescheduling yaitu dengan perpanjangan
waktu sesuai kesepakatan kedua pihak
tanpa ada jumlah tambahan dari
pembiayaan Yyang tersisa. Sebagaimana
menurut Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-
MUI/11/2005/ Tentang penjadwalan ulang
pembiayaan bermasalah. Dalam fatwa ini
dijelaskan bahwa mengenai penyelesaian
keuangan non-kerja dengan penjadwalan
ulang atau reschedule, sebagaimana
ditentukan oleh Lembaga Keuangan
Syariah (LKS) dapat menjadwalkan ulang
(reschedule) tagihan murabahah bagi
nasabah yang tidak mampu melakukan
pembayaran finansial.

2. Reconditioning

Reconditioning adalah uapaya yang
dilakukan dengan menetapkan kembali
Syarat-syarat pembiayaan. Bentuk
reconditioning yang diberikan berupa
pengurangan pembayaran angsuran sesuai
dengan  kemampuan anggota  dan
memberikan potongan angsuran. Hal ini
sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh Yusfika Nadia (2023), menyatakan

bahwa penyelesaian pembiayaan
bermasalah dilakukan dengan
reconditioning  (persyaratan  kembali).

Sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI
No0.46/DSN-MUI/I1/2005, Tentang tagihan
pembiayaan  bermasalah  menjelaskan
bahwa potongan harga yang ditawarkan
LKS kepada nasabah yang membayar tepat
waktu karena pembiayaan murabahah
sendiri biasanya dilakukan dengan cara
mencicil, sedangkan bagi nasabah dengan
likuiditas pembayaran yang berkurang,
LKS dapat memberikan kemudahan atau
imbalan yang kuat dan keringanan yang

diberikan. Oleh LKS berupa pengurangan
dari total kewajiban pembayaran sendiri.

3. Restructuring

Restructuring adalah upaya penataan
kembali terhadap kredit yang telah
diberikan. Bentuk restructuring yang
dilakukan dengan menambah nominal
pembiayaan  yang telah  diberikan
sebelumnya. Penambahan pembiayaan ini
diberikan kepada nasabah yang mengalami
kekurangan modal, namun demikian
kreditur harus memenuhi Kriteria riawayat
pembiayaan yang sehat dan memiliki
itikad baik. Hal ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Roro swasti
ratri  (2020), yang menyatakan bahwa
restrukturisasi pembiayaan efektif
dilakukan untuk mengatasi pembiayaan
bermasalah.

Teori yang mendukung hasil
penelitian — ini  yaitu  teori  yang
dikemukakan Faturahman (2014), yang
menyatakan bahwa tata cara penyelesaian
keuangan dapat dilakukan oleh Lembaga
keuangan untuk  menagatasi  kredit
bermasalah. Langkah-langkah  yang
dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan
bermasalah ialah reschedulling
(penjadwalan  kembali), reconditioning
(persyaratan ~ kembali),  restructuring
(penataan kembali).

Berdasarkan temuan pada Koperasi
Konvensional Mekar Wangi upaya
penyelesaian pembiayaan bermasalah pada
koperasi mekar wangi dilakukan dengan
cara kebijakan 3R yaitu reschedulling,
reconditioning dan restructuring. Hal ini
sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh penelitian yang dilakukan oleh | Ketut
Gede Suardana, (2022) mengidentifikasi
beberapa  faktor  penyebab  kredit
bermasalah,  seperti  musibah  yang
menimpa debitur, kurangnya itikad baik
dari  debitur, dan masalah dalam
pengelolaan keuangan. Selanjutnya
mengambil langkah-langkah penyelesaian
pembiayaan bermasalah menggunakan
metode reschedulling, reconditioning dan
restructuring untuk mengatasi tingkat
tingkat pembiayaan bermasalah yang ada.



Analisis  penjelesan diatas ialah
Koperasi Konvensional Mekar Wangi
menggunakan  kebijakan 3R  dalam
penyelesaian pembiayaan  bermasalah.
Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir
kerugian  yang  ditimbulkan  akibat
pembiayaan bermasalah. Bentuk
penyelesaian yang dilakukan Koperasi
Konvensional Mekar Wangi melalui 3
tahapan yaitu: reschedulling (penjadwalan

kembali),  reconditioning  (persyarata
kembali), restructuring (penataan
kembali).

Komparasi Penyelesaian Pembiayaan
Bermasalah pada Koperasi BMT

Mapan Mandiri dan Koperasi
Konvensional Mekar Wangi
Penyelesaian pembiayaan

bermasalah pada Koperasi BMT Mapan
Mandiri sebagaimana dilakukan
wawancara pada ketua koperasi, marketing
dan nasabah bahwa mekanisme
penyelesaian  pembiayaan  bermasalah
dengan reschedulling, reconditioning dan
restructuring. Hal yang sama juga
diterapkan oleh Koperasi Konvensional
Mekar Wangi  menjelaskan  bahwa
penyelesaian  pembiayaan  bermasalah
menggunakan pendekatan reschedulling,
reconditioning dan restructuring. Artinya
diperlukan penyelesaian yang tepat untuk
menghindari  terjaadinya  pembiayaan
bermasalah.  Perbedaan  Penyelesaian
Pembiayaan Bermasalah yang sangat
mencolok pada Koperasi BMT Mapan
Mandiri dan Koperasi Konvensional
Mekar Wangi yaitu pertama, penerapan
pendekatan reschedulling (penjadwalan
kembali), bentuk kebijakan ini dilakukan
pada Koperasi BMT Mapan Mandiri
dengan  membayar angsuran  tanpa
mengubah sisi kewajiban yang dibayarkan
sedangkan pada Koperasi Konvensional
Mekar ~ Wangi  dilakukan  dengan
mempertimbangkan kembali angsuran,
sedangkan pada. Kedua, pendekatan
reconditioning  (persyaratan  kembali)
bentuk kebijakan ini pada Koperasi BMT
Mapan  Mandiri  dilakukan  dengan
menghapus margin bagi hasil sedangkan

pada Koperasi Konvensional Mekar Wangi
dilakukan dengan mengurangi jumlah
angsuran. Terakhir restructuring (penataan
kembali), bentuk kebijakan ini dilakukan
dengan pada Koperasi BMT Mapan
Mandiri melakukan penambahan modal
pada nasabah yang memiliki riwayat kredt
yang baik sedangkan pada koperasi
konvensional mekar wangi dilakukan
penambahan modal dan pembaruan kredit.
Hal tersebut sesuai dengan teori yang
dikemukakan oleh Rachmadi (2014) yang
mengungkapkan bahwa salah satu upaya
untuk meminimalisir potensi kerugiaan

yang disebabkan oleh  pembiayaan
bermasalah dengan melakukan
penyelesaian pembiayaan terhadap

nasabah yang mengalami penurunan
kemampuan pembiayaan. Penyelesaian
pembiayaan adalah upaya yang dilakukan
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
dalam rangka membantu nasabah agar
dapat  menyelesaikan  kewajibannya.
Penyelesaian pembiayaan yang dilakukan
dengan cara 3R (rescheduling,
reconditioning,  restructuring).  Dalam
penyelesaian mensyaratkan beberapa hal
diantaranya penyelesaian dilakukan untuk
nasabah yang mengalami penurunan
kemampuan pembayaran dan memiliki
prospek usaha yang baik serta mampu
memenuhi kewajibannya.

Berikut tabel komparasi
penyelesaian pembiayaan bermasalah pada
dan Koperasi BMT Mapan Mandiri dan
Koperasi Konvensional Mekar Wangi
ialah sebagai berikut:

Tabel
Komparasi penyelesaian pembiayaan
bermasalah pada Koperasi BMT Mapan
Mandiri dan Koperasi Konvensional

Mekar Wangi

Keterangan |Persamaa | Perbedaan
n

Pada Pada Koperasi
Penjadwala |Koperasi |BMT Mapan
n kembali |BMT Mandiri
(rescheduli | Mapan Pendekatan

ng) Mandiri yang
Melakuka |dilakukan




n dengan  cara
kebijakan |memberikan
rescheduli |jangka waktu
ng sebagai |tambahan
langkah untuk
awal membayar
dalam angsuran
penyelesai |dengan
an melihat
pembiayaa |pembiayaan
n bermasalah
bermasala |yang
h. Hal | dilakukan
yang sama |dengan tidak
juga sengaja (usaha
dilakukan |mengalami
oleh kerugian
koperasi | akibat
konvensio |kurangnya
nal mekar | pembeli).
wangi. Sedangkan
pada Koperasi
Konvensional
Mekar Wangi
bentuk
kebijakan
rescheduling
dilakukan
dengan
memperpanjan
g jangka
waktu
pelunasan
dengan
mempertimban
gkan kembali
angsuran
berdasarkan
akad yang
digunakan.
Pada BMT | Pada  BMT
Mapan Mapan
Mandiri Mandiri
melakukan |pendekatan
Persyaratan |kebijakan |reconditioning
kembali |reconditio |dilakukan
(recondition | ning dengan  cara
ing) dalam mengurangi
penangana |ataupun
n menghapus

pembiayaa
n
bermasala
h bagi
anggota
pembiayaa
n yang
mengalam
1 kerugian
dalam
usahanya.
Hal yang
serupa
juga
diterapkan
pada
Koperasi
Konvensio
nal Mekar
Wangi.

margin  rahn
(gadai) tanpa
mengubah sisa
pokok
kewajiban
yang
dibayarkan
oleh anggota
pembiayaan
tersebut  atau
bahkan
disedahkan
kepada
anggota
pembiayaan
yang
kategorinya
macet apabila
sudah  tidak
mampu
membayar
serta usaha
mengalami
kebangkrutan.
Sedangkan
pada Koperasi
Konvensional
Mekar Wangi
pendekatan
reconditioning
dilakukan
dengan  cara
mengurangi
pembayaran
angsuran
sesuai
kemapuan
kreditur
dengan
memperpanjan
g jangka
waktu
pembayaran.

Penataan
kembali
(restructuri

ng)

Pada
Koperasi
BMT
Mapan
Mandiri
menerapka
n

Pada Koperasi
BMT Mapan
Mandiri
pendekatan
restructuring
dialakukan

dengan cara




komparasi

penyelesaian

kebijakan |memberikan
restructuri |tambahan
ng dalam |modal kepada
penyelesai |anggota
an pembiayaan
pembiayaa |yang memiliki
n riwayat
bermasala |pembiayaan
h. Hal |yang baik
yang sama |dalam
juga mengangsur
diterapkan |yang  dilihat
pada dari
Koperasi | kolektifitas
Konvensio |atau masih
nal Mekar |dalam kol 1
Wangi (kategori
dalam lancar)
mengatasi |anggota
hal yang |pembiayaan
demikian. |tersebut.
Sedangkan
pada Koperasi
Konvensional
Mekar Wangi
dilakukan
dengan  cara
menambah
nominal
pembiayaan
terhadap
kontrak
pembiayaan
sebelumnya
dengan
dilakukan
pembaruan
pembiayaan.
Dari tabel diatas dapat dilihat

pembiayaan

bermasalah pada BMT Mapan Mandiri dan
Koperasi Konvensional Mekar Wangi
yaitu:

1. Reschedulling, kebijakan ini
merupakan langkah awal dari penyelesaian
pembiayaan bermasalah pada Koperasi
BMT Mapan Mandiri dilakukan dengan
memberikan waktu tambahan memabayar
tanpa mengubah kewajiban anggota

sedangkan pada koperasi mekar wangi
dilakukan perpanjangan waktu dengan
mempertimbangkan kembali angsurannya.
Hal ini sesuai dengan landasan teori
koperasi syariah berdasarkan prinsip-
prinsip syariah yang tercantum dalam Al-
Qur’an Surah AL- Bagarah ayat 280 yang
berbunyi: o .
O U8 5380 3ok a}m o u\j \Jsm

Artinya:“Dan  jika (orang yang
berhutang itu) dalam kesukaran, maka
berilah tangguh sampai dia berkelapangan.
Dan menyedekahkan (sebagian atau semua
utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu
mengetahui”.

Hal serupa juga dikemukakan dalam
tafsir Quraish Shihab yang mengatakan
apabila pengutang benar-benar belum
mampu membayar utangnya, pemilik hak
wajib memberi tangguh sampai ia mampu
membayarnya. Bahkan dianjurkan bagi
pemilik hak besedekah kepadanya dengan
membebaskannya  dari sebagian atau
seluruh tanggungan utangnya.

2. Reconditioning, kebijakan ini
diberikan kepada anggota pembiayaan
yang mengalami kerugian dalam usahanya.
Pelaksanaan kebijakan ini pada Koperasi
BMT Mapan Mandiri dilakukan dengan
cara mengurangi  margin  ataupun
menghapus margin bagi hasil tanpa
mengubah kewajiban anggota sedangkan
pada Koperasi Konvensional Mekar Wangi
dilakukan dengan mengurangi pembayaran
sesuai kemapuan anggota dan mengurangi
kredit. Hal ini sesuai dengan teori yang
dikemukan oleh kasmir (2008), mengenai
pembiayaan yang menyatakan bahwa
pembiayaan adalah penyediaan uang atau
tagihan yang dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara pihak koperasi dengan pihak lain
yang mewajibkan pihak yang dibiayai
untuk mengembalikan uang atau tagihan
tersebut setelah jangka waktu dengan
imbalan atau bagi hasil.

3. Restructuring, kebijakan ini
langkah terakhir dalam penyelesaian
pembiayaan bermasalah. Pada BMT



Mapan Mandiri dilakukan dengan cara
memberikan tambahan modal kepada
anggota yang memiliki riwayat angsuran
yang baik sedangkan pada Koperasi Mekar
Wangi dilakukan dengan menambah
nominal pembiayaan terhadap kontrak
pembiayaan sebelumya. Hal ini sesuai
dengan teori yang dikemukan oleh
Muhammad (2011), yang menyatakan
bahwa unsur-unsur pembiayaan salah
satunya unsur waktu yaitu jangka waktu
pengembalian  pembiayaan/dana  yang
dipinjam dijadikan sebagai tambahan
modal. Serta dalam Fatwa DSN-MUI
No0.46/DSN-MUI/11/2005/ tentang
konversi pembiayaan bermasalah, dalam
fatwa ini memberikan keringanan dalam
LKS kepada nasabah yang kemampuan
membayarnya berkurang, sebagaimana
biasanya pembiayaan dilakukan secara
mencicil, yang dapat terjadi pada nasabah.
Pemberian keringanan ini dilakukan dalam
bentuk konversi dengan membuat akad
baru dalam penyelesaian pembayaran
kewajiban.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang telah  diuraikan
mengenai  Penyelesaian  Pembiayaan
Bermasalah Pada BMT Mapan Mandiri
dan Koperasi Konvensional Mekar Wangi
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Penyelesaian pembiayaan
bermasalah pada BMT Mapan
Mandiri dilakukan sesuai akad rahn
(gadai) dengan metode yaitu
reschedulling (penjadwalan
kembali), reconditioning
(persyaratan kembali), dan
restructuring (penataan kembali).

2) Penyelesaian pembiayaan
bermasalah pada Koperasi
Konvensional Mekar Wangi dengan
mempertimbangkan jaminan oleh
pihak  koperasi  sera  melihat
kolektifitas pembiayaan .

3) Komparasi penyelesaian bermasalah
pada Koperasi BMT Mapan Mandiri
dan Koperasi Konvensional Mekar

Wangi memiliki persamaan dalam
penyelesaiannya yakni menggunakan
metode 3R (reschedulling,
reconditioning dan restructuring).
Perbedaannya yakni dalam
penerapannya sesuai dengan SOP
dan dilihat dari segi akad sesuai
syariah  (rahn), jaminan  dan
kolektifitas pembiayaan bermasalah.
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